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PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

. Menimbang

. Mengingat

a.

—

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

bahwa dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis
lengkap dan untuk melaksanakan ketentuan Diktum
KESEMBILAN Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal, Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167 A
Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan
Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, perlu mengatur
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang
tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

Peraturan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 501);

Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2007,
tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L.

Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten
adalah bagian dari Wilayah Aceh sebagai satu kesatuan
masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang - Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin
oleh seorang Bupati.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut
Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-
masing.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut
Pemerintah  Kabupaten adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya
dan perangkat daerah Kabupaten.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang
selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara
Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui
Pemilihan Umum.

Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah
Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses
demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh
Jaya.
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Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan penyiapan dokumen
kegiatan pengadaan patok dan materai serta kegiatan
operasional petugas Gampong.

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang - bidang tanah dan
satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya
bagi bidang - bidang yang sudah ada haknya, dan milik atas
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya
disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek
pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia dalam
satu wilayah Gampong, yang meliputi pengumpulan dan
penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu
atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan
pendaftarannya.

Masyarakat adalah calon peserta pendaftaran tanah sitematis
lengkap yang memenuhi syarat.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya
disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan.

BAB II
PEMBIAYAAN

Pasal 2

Pembiayaan persiapan PTSL, dibebankan kepada masyarakat
yang menjadi peserta PTSL.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kegiatan penyiapan dokumen;

b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan

c. kegiatan operasional petugas Gampong.

Pasal 3

Biaya persiapan PTSL adalah tidak melebihi sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tidak
disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat
Gampong peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk
(BPHTB) dan Pajak Penghasilan.



BAB III
SOSIALISASI

Pasal 4

Kantor Pertanahan, Camat dan Keuchik melakukan sosialisasi
PTSL kepada seluruh masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.
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